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BUPATI LEBONG 
PROVIBSIBENGKULU 

PERATVRAJJ BUPA.fl LBBORG 
XOMOR 3 o TARUlf 2019 

TEl'IITAJIG 

RERCAIIA. KERJA. PBMERIIITAH DA.BRAH IRKPDI 
KA.BUPATB!f LBIIORG TABUR 20:20 

DEIIGAII RAIIMA.T Tl1HAJf YARG MAHA E8A 

BVPATI LBBORG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat ( I) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Ren,cana Pembangunan Daerah, maka pcrlu 
disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPDI 
Kabupaten Lebong Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pert:i.D'bangan sebagajrnana dirnaksi•d 
pada huruf a di :atas, perlu menetapka.o Peratwan Bupati 
tentang Reocane Kerja Pemaiutah Damm (RKPDl 
Kabupaten Lebong 2020. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun. 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepabiang 
di Provinsi Bengkulu ILembaran Negara Republik lndoo, · 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran * a a 
Republik Indonesia Nomor 4349); 



• 
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5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Peret>caoaao Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndone,iia Nomor 4421); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik lndooesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dlubah 
beberapa kali tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9 
'l'ahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Nega:ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintab N<>mor 38 Tahun 2007 •mtang 
Pem~ Urnsan Pemerintahan Antara Pemuint.ih, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndone,iia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'l'ahun 2006 
tcntang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i tcrakhir deng;l.D 
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meoteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teotang Pedoman Peut I I 
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indooc:sia 1'llllla 
2011 Nomor 310); 
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13. 111!raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tatum 2017 
Tentang Tata Cara Pcrcncanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Plembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasl Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daenm Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Dae:rah (Serita Negara Republlk Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1312); 

14. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 611); 

15. Peraturan Daerah Kabupatet\ Lebot\l!, Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menangah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lcbong Tahun 2016-2021 ( Lembaran 
Daerah Kabup aten Lebong Tahun 2016 Nomor 8), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Le bong Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Leoong Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Lcbong Tahun 2017 Nomor 14); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pcmbentukan dan susunan Organisasi Perangjlat 
Daerah ( Lembazan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 
Nomor 10); 

MBMlJTUSKAN : 

Menetaplran PERATURAlf BUPATI LBBONG TENTANG RENCANA KER.JA 
PEMERJNTAH DAERAB (RKPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 
2020. 

BABI 
KETEHTUAN tJJIUJI 

Paull 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Pe.rangk.at 

Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku penggw,a 
anggaran/pengguna barang. 
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4. Rencana Kerja Pembangunan Oaera.b Kabupaten Lcbong Tahun 2020, 
selanjutnya disebut RiO'D Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah periode 1 (satu) tahlUl yaitu Tahun 2020 yang dimulai 
dari Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya 
di&ebut RKA-OPO adalah dokwnen perencanaan dan pengganggaran yang 
berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakannya. 

6. Ookumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Oaera.h selanjutnya 
disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pandapatan dan belanja 
pembiayaan setiap OPD yang digW'lakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 
pengguna anggaran. 

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya lUltuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang ctiberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan daJam 
penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD . 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program 
prioritas dan patokan batas roaksimal anggaran yang diberikan kepada OPO 
lUltuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah 
disepakati dengan DPRD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahlUlan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan ditetapkan dengan Peraturan 
Oaerah. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Oaerab yang selanjutnya di.singkat TAPD adalab 
tim yang dibentuk dengi,n keputusan kepala daerah clan dipimpin oleh 
sekretaris daerab yang mempunyai tugas menyiapkan serta melak:sanakan 
kebijakan kepala daerah daJam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKO dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan . 

BABII 
RENCAKA KERJA PEMERJlfTAH 
DAERAH KAJIUPATEN LEBONG 

Pual2 

(1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJM) dan dolrumen perencanaan lainnya, sebagai 
perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukkan 
dan aspirasi dari pelaksanaan forum OPO dan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lebong. 
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(2) RKPD Tahun 2020 disusun dalarn Ookumen Perencanaan Daerah Kabupaten 
Lebong dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan 
Bab II Evaluasi basil J)<'laksanAan RKPD tahun 2018 dan capaian 

kinerja penyelenggara;an pemerintah 
Bab 10 Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan 

daerah 
Bab IV Prioritas dan sasaran pernbangunan daerah 
Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah 
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Bab VII Penutup 

l3) RKPI) Tahun 2020 seMgairnanA dimal<sud pada ayat t2) menjadi pedoman 
penyusunan Rancangan KIJA-PPAS Tahun Anggaran 2020. 

Pual3 

(11 Pemerintah Kabupaten Lebong bersama Dewan Petwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lebong membahas Rancangan KUA•PPAS Tahun Anggaran 2020 
untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS). 

(2) OPD menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Kebijakan 
Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Prioritas (KUA-PPAS) 

Pual4 

(lJ Tim llnggaran Pemerintah Daerah (fAPDJ menelaah dan rnenye,,11aik:ao RKA 
OPD dengan KUA-PPAS. 

(2) RKA OPD yang telah disernpumakan oleh OPD sebagai bahan peoyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020. 

Pual5 

• (1) OPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas 
pelaksanaan DPA-OPD. 

(2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, 
disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada : 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong; 
b. lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong; 
"· Badan Ke\langan Daerah \BKD\ 1<ab\lpaten Leoong; dan 
d. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lebong. 
(3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan 
perencanaan pembangunan berikutnya. 



• 

B&Bm 
.,KE'._.1._M_i.,U.all •P1511-""UTO--P 

Pual6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong 

Diundangkan di Tub~i 
pada tanggal S du~• 2019 

SBKRETARISDAERAH 
-.lllt'-''r:ATEII LEBO:NG, 

H. MUSTARANI ABIDIN 

Ditetapkan di Tubei . 
pada tanggal ~ "JUL.I 2019 

1--BUPATI IEBON1 
-ir'\.Ol' 

• BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONGTAHUN 2019 NOMOR 30 


